
Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran 
(SKPP)
No. SK :

Persyaratan

1. Daftar rincian gaji dari SKPD/pemohon rangkap 2

2. SK Pensiun/mutasi legalisir rangkap 4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bendahara gaji dari Perangkat Daerah menyerahkan data rincian gaji pemohon rangkap 2 dan SK 

pensiun/mutasi yang sudah dilegalisir rangkap 4 ke BPKAD.

2. Petugas BPKAD memproses pengeluaran SKPP

3. SKPP kemudian diserahkan ke pemohon, Kantor TASPEN dan Perangkat Daerah pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Pengaduan Layanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. semangka No.02 Kota Madiun 63132 08223071527 

https://bpkad.madiunkota.go.id/

Pemerintah Kota Madiun / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Jul 2024 pukul 15:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://https://bpkad.madiunkota.go.id/
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https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/4345/badan-keuangan-dan-aset-daerah/pelayanan-penerbitan-surat-keterangan-pemberhentian-pembayaran-skpp


1. Melalui telepon  (0351) 476531

2. Melalui email. "madiunbpkadkota@gmail.com"

3. Melalui kotak pengaduan yang tersedia di front  Kantor BPKAD Kota Madiun

4. Melalui Aplikasi website lapor.go.id   atau Aplikasi LAPOR 

5. Melalui datang langsung ke Kantor BPKAD Kota Madiun Jl. Semangka no. 2 Kota Madiun

Badan Keuangan dan Aset Daerah
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